PEMERINTAH PROVINSI KEFULAUAN RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB |
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam MNegeri
Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Satuan Kerna Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan

SKPD, sebagal bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan
APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdin dan :

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca;

3. Laporan Operasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas;

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan
Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dan Kepala SKPD, dalam pelaksanaan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

2. Membenkan informasi tentang Laporan Keuangan bagl pengguna Laporan
Keuangan Pemenntah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,
untuk mewujudkan tata kelola pemenntahan yvang baik.



Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemernintah adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

dengan:

1. Menyediakan informasi mengenal posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas dana pemenntah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemenntah;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi,

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenal potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemenntahan;

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyal peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besamya
sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya
yang dihasilkan dan operasi yang berkelanjutan, serta nsiko dan ketidakpastian
yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesual dengan
anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesual dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ni, laporan keuangan SKPD menyediakan

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
1. Aset;
2. Kewajiban;



3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;

5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Penode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1
Januan 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang
terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemenntah
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 i, sangat mungkin teradi pada tahun
anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dan Laporan Keuangan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya
merupakan penstiwa kemudian (Subsequent Ewvent) yang mempunyai
hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas penstiwaftransaksi tersebut, kami
menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemernintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas
Kepemudaan dan Olahraga.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan
Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;

5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemenntahan Daerah;



6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah Daerah;

7. Peraturan Pemenntah Momor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerna Instansi Pemenntah;

8. Peraturan Pemenntah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemenntah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi

10.

1.

12.

13.

4.

15.

16.

17.

18.

Pemenntahan;

Peraturan Pemenntah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemenntah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah;

Peraturan Menten Dalam Megen Republk Indonesia nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Momor 10 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemenntah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang
FPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemenntah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024,

Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemenntah Daerah;

Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025;

Peraturan Gubermnmur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan DBelanja Daerah
Pemenntah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.



B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan
(Nahraga Pemenntah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Bab |

Bab i

Bab

Bab IV

Bab V

Pendahuluan

A, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;

. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Pemerintah Provina Kepulauan Riau

D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Profil SKPD

A. Sumber Daya Manusia

B. Strategi dan Arah Kebijakan

C. Program dan Kegiatan

lkhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

A lkhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target
Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Kebijakan Akuntansi

A. Enftitas Akuntansi Satuan Kerna Perangkat Daerah

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

C. Basis Akuntansi yang Mendasan Penyusunan Laporan Keuangan

FPemenntah Daerah

Basis Pengukuran yang Mendasan Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Kebijakan Akuntansi Belanja

Kebijakan Akuntansi Persediaan

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

I.  Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

L o mmD

A. Laporan Realisasi Anggaran;
B. MNeraca;

C. Laporan Operasional;



D). Laporan Perubahan Ekurtas;
BabVl Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
A, Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VIl Penutup



